
	

 
 
 
 
 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN  
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  

NOMOR 13 TAHUN 2015 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
TAHUN 2015-2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, 

Menimbang a .  b a h w a  d a l a m  r a n g k a  m e n i n d a k l a n j u t i  P e r a t u r a n  
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025, dipandang perlu untuk 
menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Lembaga 
Administrasi Negara Tahun 2015-2019; 	

b.bahwa Road Map Reformasi  Birokrasi  sebagaimana 
dimaksud pada huruf  a  di tetapkan dengan Peraturan 
Kepala Lembaga Administrasi Negara; 

Mengingat 1 .  U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  2 8  T a h u n  1 9 9 9  t e n t a n g  
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari  
Korups i ,  Kolus i  dan  Nepo t i sme  (Lembaran  Negara  
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2 .  U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  1 7  T a h u n  2 0 0 3  t e n t a n g  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3 .  U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  1  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g  
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4 .  U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  1 5  T a h u n  2 0 0 4  t e n t a n g  
P e m e r i k s a a n  P e n g e l o l a a n  D a n  T a n g g u n g  J a w  a b  
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6 .  U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  1 7  T a h u n  2 0 0 7  t e n t a n g  
R e n c a n a  P e m b a n g u n a n  J a n g k a  P a n j a n g  N a s i o n a l  
T a h u n  2 0 0 5 - 2 0 2 5  ( L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7 .  U n d a n g - U n d a n g  N o m o r  2 5  T a h u n  2 0 0 9  t e n t a n g  
P e l a y a n a n  P u b l i k  ( L e m b a r a n  N e g a r a  T a h u n  2 0 0 9  
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

8.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
S ip l  Negara  (Lembaran  Negara  Republ ik  Indones ia  
Tabun  2014  Nomor  6 ,  Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik Indonesia Nomor 5494); 

9 .  Pera turan  Pres iden  Nomor  81  Tahun  2010  ten tang  
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

10 .  Pera turan  Pres iden  Nomor  57  Tahun  2013  ten tang  
Len ibaga  Admin i s t r a s i  Nega ra  (Lembaran  Nega ra  
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127); 

11 .  P e r a t u r a n  P r e s i d e n  N o m o r  2  T a h u n  2 0 1 5  t e n t a n g  
Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah Nas ional  
T a h u n  2 0 1 5 - 2 0 1 9  ( L e m b a r a n  N e g a r a  R e p u b l i k  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

12 .  I n s t r u k s i  P r e s i d e n  N o m o r  1  T a h u n  2 0 1 0  t e n t a n g  
P e r c e p a t a n  P e l a k s a n a a n  P r i o r i t a s  P e m b a n g u n a n  
Nasional Tahun 2010; 

13 .  Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 
14  Tahun  2013  ten tang  Organisas i  dan  Ta ta  Ker ja  
Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA 
ADMIN[STRASI NEGARA TAHUN 2015-2019 

Pasal 1 
Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 ini, digunakan 
sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di 
l ingkungan Lembaga Adminis t ras i  Negara  tahun 2015-
2019. 



Pasal 2 
Road Map Reformas i  B i rokras i  2015-2019  sebaga imana  
dimaksud pada Pasal 1 sebagaimana tercantum di dalam 
Lampiran Peraturan ini  yang merupakan satu kesatuan 
c l an  m erupakan  bag i an  yang  t i dak  t e rp i s ahkan  da r i  
Peraturan ini.  

Pasal 3 

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 
A g a r  s e t i a p  o r a n g  m e n g e t a h u i n y a ,  m e m e r i n t a h k a n  
pengundangan Peraturan ini  dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia. 

D i t e t a p k a n  d i  J a k a r t a  
pada tanggal 2 Maret 2015 

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, 

Ttd. 

AGUS DWIYANTO 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 29 Juli 2015 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1108 

Salinan ini sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAG HUKUM DAN ORGANISASI, 

RUSMA DWIYANA 



LAMPIRAN I 
PERATURAN 
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 
NOMOR 13 TAHUN 2015 
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015-2019 

PENDAHULUAN 

Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) disusun dengan mempertimbangkan bahwa reformasi birokrasi (RB) 

merupakan proses perubahan yang bersifat jangka panjang, yang perlu dilakukan secara sistematis dan terus menerus pada tataran 

pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Perpres no 81 tahun 2010 memiliki pendekatan yang lebih komprehensif dengan 

menitik beratkan pada delapan area perubahan yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundangan, sumber daya manusia, 

pengawasan, akuntabilitas, pelayanan, pengawasan, dan pola pikir dan budaya kerja.Melalui delapan area perubahan yang diterapkan 

pada birokrasi pemerintah pusat dan daerah diharapkan pada tahun 2025 dapat tercapai visi RB yaitu "terwujudnya pemerintahan 

kelas dunia". Adapun yang dimaksud pemerintah kelas dunia disini adalah "pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi 

yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat". Untuk mencapai visi tersebut, Grand Design Reformasi 

Birokrasi menetapkan ada tiga sasaran yang hendak dicapai yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, 

kolusi, dan nepotisme; kualitas pelayanan publik dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sasaran ini merupakan aspek yang 

penting bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Indonesia.Selain itu, reformasi merupakan dimensi yang penting untuk 



meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.Substansi RB dalam RPJMN kedua tahun 2010-2014 ditetapkan sebagai prioritas 

nasional ke-1, yaitu RB dan tata kelola serta dimasukkannya ke dalam agenda pembangunan ke-2 yaitu perbaikan tata kelola 

pemerintahan. 

Terdapat berbagai capaian positif hasil dari program RB yang telah memberikan kontribusi terhadap kinerja pemerintah. Capaian 

ini antara lain perbaikan dalam mana jemen  SDM apara tu r  pemer in tah ,  mica lnya  dengan  adanya  Rekru tmen  CPNS yang  leb ih  

transparan dan kompetensi CPNS yang jauh lebih baik serta Rekrutmen terbuka bagi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan untuk 

mendapatkan kandidat terbaik untuk mengisi pimpinan tinggi. Meskipun masih terdapat banyak kelemahan, sister n administragi 

kepegawaian juga dilaksanakan dengan lebih tertib dengan adanya instrumen-instrumen analisis jabatan dan diintegrasikan dengan 

instrumen penilaian kinerja dan kehadiran pegawai yang lebih baik. Aspek positif lainnya adalah perbaikan kelembagaan dengan 

adanya sejumlah perubahan organisasi di sejumlah instansi yang lebih efisien sesuai dengan tugas fungsinya. Dalam aspek 

pengawasan dan akuntabili tas penggunaan anggaran, program ref ormasi birokrasi mendorong terwujudnya integritas dan 

akuntabilitas yang lebih baik. Terkait dengan pelayanan publik, instansi pemerintah semakin didorong untuk responsive terhadap 

publik dengan menerapkan sistem pengaduan keluhan pelanggan, standar pelayanan publik, penggunaan e-gov di berbagai bidang 

layanan transaksional dan proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement). Perbaikan pelayanan publik juga didukung dengan 

perbaikan dan penyederhanaan prosedur pelayanan. Reformasi birokrasi merupakan dimensi yang penting untuk meningkatkan 

kepercayaan publik kepada pemerintah. Terlebih dalam era demokratisasi dan keterbukaan informasi yang semakin meningkat, publik 

akan memiliki ekspektasi atau tuntutan kepada pemerintah yang cenderung akan terus meningkat. 



Sudah menjadi kewajiban setiap K/L untuk mendukung Reformasi Birokrasi tersebut, tak terkecuali LAN. Pelaksanaan Roadmap 

RB LAN 2010-2014 yang sudah berakhir, menjadikan keharusan penyusunan Road RB LAN 2015-2019. LAN menyusun roadmap 

reformasi birokrasi berdasarkan peta kebutuhan perubahan di LAN. Ada beberapa kegiatan yang sifatnya prioritas dan mendesak 

untuk dilaksanakan. Pada intinya kegiatan-kegiatan dalam roadmap RB Map 2015-2019 ini memuat berbagai upaya untuk melanjutkan 

dan memperbaiki agenda perubahan LAN. 



AREA : PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 

No Program RB Pelaksanaan  Kegiatan  Kriteria Keberhasilan 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 E-service Bidang 
Diklat ***) 

ISO Diklat***) 

    

T 

 1. Pengembangan E-service Bidang Diklat : 
s i s tem informasi  d ik la tp im dan  d ik la t  
teknis yang terintegrasi, database alumni 
dan  p royek  pe rubahannya  

2. integrasi antara j adw a l  pelaksanaan 
diklat dengan pertanggung jawaban 
keuangan 

3. P e n g e m b a n g a n  d a t a b a s e  w i d y a i s w a r a  
. Monitoring dan evaluasi atas penerapan 

sistem 

Meningkatnya tingkat 
k e p u a s a n  p e l a y a n a n  

2     1 .  P e r s i a p a n  P e l a k s a n a a n  
2 .  S o s i a l i s a s i  d a n  U j i  C o b a  
3 .  Pelaksanaan, Monitoring/Evaluasi, dan 

Pengembangan 

Tercapainya ISO Diklat 

3 E-service STIA         1 .  P e n g e m b a n g a n  E - s e r v i c e  S T I A  
2 .  Integrasi antara data mahasiswa di 

Akademis  dan  Keuangan  
3 .  Pengembangan Sistem pengelolaan 

p iu tang  
4 .  P e n y u s u n a n  s t a n d a r  m u t u  p e n d i d i k a n  
5 .  M o n i t o r i n g  d a n  e v a l u a s i  

Meningkatnya tingkat 
k e p u a s a n  p e l a y a n a n  
STIA 

4 P e n e r a p a n  S t a n d a r  
Pelayanan di  set iap 
unit  kerja  

     1. Evaluasi Standar Pelayanan di setiap 
uni t  ker ja  dan menciptakan inovasi  
pelayanan 

2. Pelayanan satu pintu untuk diklat dan 
pe layan  la innya  kepada  s takeholder  

1 .  P e n i n g k a t a n  
Kualitas Pelayanan 

2 .  Peningkatan hasil 
evaluasi RB aspek 
pe layanan  publ ik  



       3 .  Membuat  survey  kepuasan  pe langgan 
pada  se t iap  pe layanan  publ ik  

 

5 Complain handling      Compla in  handl ing  d i  berbagai  uni t  
pelayanan : diklat, mahasiswa, WI, JFAK, 
dan  la innya  

 1. S e l u r u h  a d u a n  
te r tangani  

 2. Peningkatan 
        Kualitas Pelayanan 	

Keterangan  :  

=  Tahun pelaksanaan 

= Agenda Prioritas 

AREA : MANAJEMEN PERUBAHAN 

No Program RB Pelaksanaan Kegiatan Kriteria Keberhasilan 
2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pembentukan Tim 
Manajemen 
Pe rubahan  

     1. Penguatan Tim RB sebagai tindak lanjut 
dari Keputusan Kepala LAN Nomor 
17/K.1/HKM.03.1/2014 

2. M e n y u s u n  a c t i o n  p l a n  p e l a k s a n a a n  R B  
3. Evaluasi Tim Manajemen perubahan dan 

pelaksanaan RB 

1. Perbaikan budaya 
kerja  organisasi  

2. Peningkatan hasil 
evaluasi RB 

2 Penyusunan Strategi 
m a n a j e m e n  
perubahan dan  
s trategi  komunikasi  

     1. Monitoring manajemen perubahan dan 
s t ra teg i  komunikas i  

2. Proses Learning organization : meliputi 
sharing knowledge, benchmarks, FGD, 
dan Bimtek.  

1. Perbaikan budaya 
kerja  organisasi  

2. Peningkatan hasi l  



	 	

Review penerapan nilai-nilai perubahan 
te rhadap  pola  p ik i r  dan  budaya  ker ja .  

Internalisasi Nilai -nilai 

=  Tahun pe laksanaan 

= Agenda Prioritas 

evaluasi RB 

1. Perbaikan budaya 
kerja  organisasi  

2. Peningkatan hasil 
evaluasi RB 

1. Perbaikan budaya 
kerja  organisasi  

2. Peningkatan hasil _ eva luas i  RB  _____  

P e n g u a t a n  
Internal isasi  
M ana jem en  
Perubahan dalam  
rangka RB 

4 Internalisasi Nilai -  
nilai 

Keterangan : 
*** 

AREA : PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

No Program RB Pelaksanaan Kegiatan Kri ter ia  Keberhasi lan  
2015 2016 2017 2018 2019 

1 Penataan berbagai  
Per-UUan yang 

dikeluarkan/ diterbit 
kan oleh LAN 

     1. Proleg LAN (Diklat, Kajian, Inovasi, STIA) 
2. R e v i e w  t e r h a d a p  p r o d u k  h u k u m  L A N  
3. Penataan dokumentasi  produk hukum 

yang te lah  d i te rb i tkan  
4. Sistem Pengendalian penyusunan 

pe ra tu ran  pe ru ndnag -u nd an gan  

1. Peningkatan kualitas 
p e n y u s u n a n  
Peraturan 

Perundang- 
Undangan 

2. P e n i n g k a t a n  h a s i l  
eva luas i  RB aspek  
penataan Peraturan 
Perundang- 



	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 undangan 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	

Keterangan :  

= Tahun pelaksanaan 

*** = Agenda Prioritas 

AREA : PENATAAN TATA LAKSANA 

No Program RB Pelaksanaan Kegiatan Kriteria Keberhasilan 
2015 2016 2017 2018 2019 

 Res t ruk tur i sas i  
p e n a t a a n  t u g a s  u n i t  
kerja 

     Evaluasi  tupoksi  dan kelas  jabatan 
di LAN 

2 .  Pengua tan  koord inas i  an ta r  un i t   
ke r j a  ba ik  d i  pusa t  maupun  

daerah 

1 .  P e r b a i k a n  p r o s e s  k e r j a  
2 .  Peningkatan hasil evaluasi 

RB aspek  pena taan  t a ta  
laksana   

2 Penyusunan 
Business Prosess 

     1 .  B u s i n e s s  P r o c e s s  R e e n g i n e e r i n g  
2 .  P r i o r i t a s  p r o g r a m  
3 .  R e v i u  

1 .  P e r b a i k a n  p r o s e s  k e r j a  
2 .  Peningkatan hasil evaluasi 

RB aspek  pena taan  t a ta  
laksana 

3 Penyusunan  dan  
p e n y e m p u r n a a n  
Dokumen SOP 
Penyelenggaraan 
tugas dan fungsi  
yang disahkan 

     1. Review SOP dan pemantauan 
implementas i  

2. Merevisi Perkalan Nomor 3 Tahun 
2011 tentang SOP di l ingkungan 
LAN 

1 .  P e r b a i k a n  p r o s e s  k e r j a  
2 .  Peningkatan hasil evaluasi 

RB aspek  pena taan  t a ta  
laksana 



4 Pembangunan/      1 .  Moni tor ing/Evaluas i  e -off ice /e -  1 .  P e r b a i k a n  p r o s e s  k e r j a  
 pengembangan e-       government di LAN 2 .  Peningkatan hasi l  penilaian 
 office      2 .  Penguatan implementasi  e-off ice PeGI 
       3 .  D u k u n g a n  s a r a n a / k o m p u t e r   
       B i m t e k  /  k u r s u s  k o m p u t e r   

5 Pengembangan e- 
government di LAN 

     Pengembangan e-government di  LAN 1 .  P e r b a i k a n  p r o s e s  k e r j a  
2 .  Peningkatan hasi l  penilaian 

        PeGI 	

Keterangan :  

= Tahun pelaksanaan 

*** = Agenda Prioritas 

AREA : PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 
No Program RB Pelaksanaan Kegiatan Kriteria Keberhasilan 

2015 2016 2017 2018 2019 
1 Penguatan Unit 

o r g a n i s a s i  y a n g  s e c a r a  
fungsional  melaksanakan 
f u n g s i  o r g a n i s a s i ,  
tatalaksana, 
kepegawaian  dan  d ik la t  

     1 .  Penyusunan  rencana  aks i  
2 .  E v a l u a s i  d a n  m o n i t o r i n g  
3 .  R e v i u  s e c a r a  b e r k a l a  

1 .  P e r b a i k a n  p r o s e s  k e r j a  
2 .  Peningkatan hasil  evaluasi RB 

aspek penataan dan penguatan 
organisasi  

	
Keterangan :  

= Tahun pelaksanaan 

*** = Agenda Prioritas 



AREA : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 

No Program RB Pe laksanaan Kegiatan Kriteria Keherhasilan 
2015 2016 2017 2018 2019 

 Penataan  S is tem 
Rekruitmen pegawai 

     Penyusunan rencana  induk 
kebutuhan pegawai 

1. Perbaikan manajemen 
kepegawaian 

2. Peningkatan hasil evaluasi RB 
aspek penataan Sistem 
Manajemen SDM 

2 Analisis dan Evaluasi 
Jabatan 

     Penyempnrnaan anjab,  ABK, 
Peta  Jabatan,  dan Job grading 

1 .  P e r b a i k a n  m ana j e m e n  
kepegawaian  

2 .  Peninakatan hasil evaluasi RB 
aspek penataan Sistem 
Manajemen SDM 

3 Penyusunan Standar  
Kompetens i  Jabatan  

     Penyusunan  S tandar  
Kompe tens i  J aba tan  

1. Perbaikan manajemen 
kepegawaian 

2. Peningkatan hasil evaluasi RB 
aspek penataan Sistem 
Manajemen SDM 

4 Assesment individu 
berdasarkan 
kompetensi  

     1 .  Assesmen t  ind iv idu  1 .  Pe rba ikan  mana jemen  
berdasarkan kompetensi  kepegawaian 
( lanjutan ,  fungsional  umum) 2 .  Peningkatan hasi l  evaluasi  RB 

2 .  M emetakan  has i l  a s sesmen t  aspek penataan Sistem  
Manajemen SDM 

5 Penerapan Sistem 
Penilaian Kinerja 
Individu 

     1 .  P e n g e m b a n g a n  s i s t e m  1 .  Pe rba ikan  mana jemen  
termasuk indikator kepegawaian 
penilaian 2 .  Peningkatan  has i l  eva luas i  RB 

2 .  M e n g h u b u n g k a n  s y s t e m  aspek  pena taan  S i s t em  
penilaian dengan SKP Manajemen SDM 

1 .  P e n g e m b a n g a n  d a t a  b a s e  1.  Perbaikan manajemen 
pegawai (sedang dilakukan) kepegawaian 

2 .  Pengembangan SIMKA 2.  Peningkatan  has i l  eva luas i  RB 
(sistem Informasi a spek  pena taan  S i s t em  
Kepegawaian) Manajemen SDM 

6 Pengembangan data  
base pegawai 

     



7 Pengembangan 
Diklat Pegawai 
herbasis Kompetensi 

     TNA Pengembangan pegawai 
yang sudah terporgram sesuai 
kebu tuhan  kompe tens inya .  

1.  Perbaikan manajemen 
kepegawaian 

2.  Peningkatan hasil evaluasi RB 
aspek penataan Sistem 
Manajemen SDM 	

Ketcrangan :  

Tahun  pe laksanaan  

*** = Agenda Prioritas 	

AREA : PENGUATAN PENGAWASAN 

No Program RB  
2016 

Pelaksanaan 
2017 2018 2019 

Kegiatan Kri ter ia  Keberhasi lan  
2015 

1 Penerapan  S is tem      1. Mengefektifkan satgas SPIP pada setiap 1. Opini BPK WTP 
 Pengendalian Intern      un i t  ker ja  2. Peningkatan hasi l  
 Pemerintah (SPIP)      2. Review perkalan nomor 19 tahun 2011 

tentang pelaksanaan SPIP di  LAN 
termasuk penyusunan petunjuk teknis  
penerapan SPIP di LAN 

evaluasi RB aspek 
penguatan 

pengawasan 

       3. Penilaian Resiko pada setiap unit  kerja.   
       4. Survey penerapan SPIP  
       5. Melakukan piloting penilai  resiko terhadap 

unit  kerja  ter tentu yang dipi l ih  
 

       6 .  Melakukan  pemetaan  l ingkungan  
pengendalian di LAN 

 

       7. Mengevaluasi  dampak dari  penerapan SPIP   



		

*** 

	
2 Peningkatan  Peran       1. Dikla t  dan kegia tan se jenisnya  1. Opini BPK WTP 

 Aparat  Pengawas      2. Penguatan kapasi tas  je jar ing kerja  2 .  P e n i n g k a t a n  h a s i l  
 Intern Pemerintah 

(APIP) sebagai 
     3 .  P e e r  R e v i e w  /  p e n e l a a h a n  s e j a w a t ,  

 . Survey  Kepuasan  s takeholder  
evaluasi RB aspek 
penguatan 

 Quality Assurance 
dan consult ing.  

     5 .  A u d i t  K i n e r j a  A P I P  o l e h  B P K  
6 .  Perluasan peran tidak hanya watchdog 

te tap i  juga  sebagai  konsul tan  

pengawasan 

       7 .  Asis tens i  peny usunan laporan  keuangan 
dan pendampingan pemeriksaan BPK, 
pembimbingan dan konsultasi menajemen 
re s iko  dan  konsu l t a s i  pengadaan  ba rang  
dan jasa 

 

3 LAN yang bersih dan      1. Survey Eksternal  Korupsi  1. Ind ika tor  capaian  
 bebas KKN      2. Penanganan Gratif ikasi  aksi PPK 
       3 .  P e m a n t a u a n  P e n y a m p a i a n  L H K P N  

4 .  P e n y e l e s a i a n  K e r u g i a n  N e g a r a  
5 .  P e m a n t a p a n  e - p r o c u r e m e n t  

2. Perbaikan Skor 
survey ekternal 
korups i  

       6 .  A k s i  P P K  
7 .  P e n e r a p a n  W h i s t l e  B l o w e r  

3. Peningkatan hasil  
evaluasi RB aspek 
penguatan 
pengawasan 

4 Pengembangan Zona 
Intregritas 

     Zona Intregri tas  1. Perbaikan Skor 
survey ekternal 
korups i  

        2. Peningkatan hasil  
evaluasi RB aspek 
penguatan 
pengawasan 	

Keterangan : 

= Tahun pelaksanaan 

= Agenda Prioritas 
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AREA : PENGUATAN AKUNTABILITAS 
No Program RB Pelaksanaan Kegiatan Kriteria Keberhasilan 

2015 2016 2017 2018 2019 
1 Penguatan AKIP      Penguatan kapasitas pada unit  kerja 

Evaluasi AKIP 
1. Skor SAKIP 
2. Peningkatan hasil evaluasi RB 

aspek penguatan akuntabil i tas  
2 Pengembangan 

Sistem Manajemen 
Kinerja Organisasi  

     Pengeloiaan Sistem Manjemen Kinerja 
Organisasi  

1 .  S k o r  S A K I P  
2 .  Peningkatan hasil evaluasi RB 

aspek penguatan akuntabil i tas  
3 Penyusunan Indikator  

Kinerja Utama (IKU) 
     Melakukan reviu IKU setiap tahun 

dan  pene tapan  mela lu i  Pera tu ran  
Kepala LAN 

2 .  In te rna l i sa s i  dan  implemen tas i  IKU 
3 .  R e v i u  o u t c o m e  
1 .  Evaluas i  dampak pcnerapan  IKU 

sebagai  acuan  bagi  pencapaian  
target  kinerja  

1 .  Peba ikan  k ine r ja  LAN 
2 .  S k o r  S A K I P  
3 .  Peningkatan hasil evaluasi RB 

aspek penguatan akuntabil i tas  

	
Keterangan 

= Tahun pelaksanaan 

= Agenda Prioritas 
D i t e t a p k a n  d i  J a k a r t a  
pada tanggal 2 Maret 2015 

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, 

Ttd. 

AGUS DWIYANTO 

Sal inan  in i  sesuai  dengan as l inya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI, 


